PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

a. bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Katingan telah

membahas Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Kabupaten Katingan,;

. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan,

citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab
kepada negara dan masyarakat, perlu menyusun Kode
Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Katingan;

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b

tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180};



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2022 Nomor 1).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai aslinya

Abina Utama Muda

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
Menyetujui dan menetapkan Kode Etik dan Tata Beracara
DPRD Kabupaten Katingan menjadi Peraturan DPRD
Kabupaten Katingan.

Menyampaikan Keputusan ini kepada  Gubernur
Kalimantan Tengah untuk selanjutnya mendapatkan
pengawasan lebih lanjut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28 Oktober 2025

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

P

(IV/c)

NIP. 19670730 199012 1 001




